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ABSTRAK 
 
Desi Napitupulu. E0013117. 2013. KAJIAN YURIDIS PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG 
PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN TERHADAP 
ASAS-ASAS PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dengan asas-asas dalam perjanjian yaitu asas 
konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas pacta sunts 
servanda dan asas kepribadian. Selain itu  juga membahas terkait akibat hukum 
yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstutusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap 
pihak ketiga. 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif terhadap 
asas-asas hukum dan sistematika hukum yang bersifat deskriptif. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi dokumen yang dianalisis menggunakan metode kualitatif 
dan menghasilkan data deskriptif analisis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
69/PUU-XIII/2015 tidak menerapkan asas kepribadian mapun asas 
konsensualisme. Sedangkan asas itikad baik telah dikesampingkan dengan 
diperluasnya cakupan asas kebebasan berkontrak dalam mekanisme pembuatan 
perjanjian perkawinan setelah perkawinan.  Terhadap asas pacta sunt servanda 
ketentuannya masih diterapkan sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974. 
Adapun akibat hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak ketiga 
adalah bahwa perjanjian perkawinan yang dapat mengikat bagi pihak ketiga hanya 
perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan pada Akta 
Perkawinan.  Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Notaris namun tidak 
dicatatkan pada Akta Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, tidak dapat 
mengikat pihak ketiga. Apabila sebelum adanya perjanjian perkawinan setelah 
perkawinan, suami istri telah membuat perjanjian utang-piutang dengan pihak 
ketiga, maka pihak ketiga yang dapat membuktikannya dapat menuntut pelunasan 
hutang dari harta bersama suami istri. 
 
 
Kata kunci: Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan, Putusan MK No. 
69/PUU-XIII/2015, Asas-Asas Perjanjian. 
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ABSTRACT 
 
Desi Napitupulu. E0013117. 2013. THE JURIDIS STUDY OF  
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 69 / PUU-XIII / 2015 
CONCERNING POSTNUPTIAL  AGREEMENT TO THE AGREEMENT 
PRINCIPLES AND LEGAL CONCEQUENCES. Law Faculty of Sebelas 
Maret University. 
This study aims to determine the conformity of Constitutional Court. Decision 
Number 69 / PUU-XIII / 2015 with the principles of agreement such as the 
principle of concencualism, freedom of contract, good faith, pacta sunt servanda 
and personality principle. It also discusses the related legal consequences caused 
by Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 against third 
parties. 
This study is a type of normative legal research on the principles of law 
and the sistematics statutory approach which has descriptive characteristic. The 
type of data used is secondary data obtained from literature materials in the form 
of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques 
used are document studies that are analyzed qualitatively and generate 
descriptive data analysis. 
The result of the research shows that Constitutional Court Decision No. 69 
/ PUU-XIII / 2015 does not apply any principle of personality nor the principle of 
consensualism. While the principle of good faith has been ruled out by extending 
the scope of freedom of contract in the mechanism of making a postnuptial 
agreement. Against the principle of pacta sunt servanda the provisions are still 
applied as in Law no. 1 Year 1974. As for the legal consequences of 
Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 against third parties 
is that a marriage agreement which may be binding on third parties is only 
marriage agreement made with an authentic deed and registered on the Marriage 
Deed . A marriage agreement authorized by a Notary but not registered in a 
Marriage Certificate by a Marriage Officer may not be binding to the third 
parties. If the postnuptial agreement is preceded by the debt agreement, then the 
third parties who can prove it can demand the repayment of the debts of the joint 
property of husband and wife. 
 
Keywords: Postnuptial Agreement, Constitutional Court Decision Number 
69/PUU-XIII/2015, Principles of Agreement. 
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MOTTO 
 
“Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan 
dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamahan dalam memberi 
menciptakan kasih" 
(Lao Tzu) 
 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak”  
(Aldus Huxley) 
 
 
“Orang-orang yang sangat sibuk senantiasa mempunyai waktu untuk melakukan 
segala hal. Kebalikannya, orang-orang dengan waktu luang yang sangat banyak 
mempunyai waktu untuk tidak melakukan apa-apa”. 
(Teodore Roosevelt) 
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bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu juga membahas akibat hukum Putusan 
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